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O.PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

terminal barang untuk
kepentingan sendiri.

Audit dan inspeksi
keselamatan LLAJ di jalan

DAERAH
NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI KABUPATEN/KOTA
1 2 3 4 5
1. | Lalu Lintas dan Penetapan rencana | a. Penetapan rencana induk | a. Penetapan rencana induk
Angkutan Jalan (LLAJ) induk jaringan LLAJ jaringan LLAJ Provinsi. jaringan LLAJ
Nasional b. Penyediaan perlengkapan Kabupaten/Kota.
Penyediaan jalan di jalan provinsi. . Penyediaan perlengkapan
perlengkapan jalan di|c. Pengelolaan terminal jalan di jalan
jalan nasional. penumpang tipe B. Kabupaten /Kota.
Pengelolaan terminal | 4. Pelaksanaan manajemen | C- Pengelolaan terminal
penumpang tipe A. dan rekayasa lalu lintas penumpang tipe C.
Penyelenggaraan untuk jaringan jalan | d. Penerbitan izin
terminal barang untuk provinsi. penyelenggaraan dan
umum. e. Persetujuan hasil analisis pembangunan fasilitas
Persetujuan dampak lalu lintas untuk parkir.
penyelenggaraan jalan provinsi. . Pengujian berkala

kendaraan bermotor.
Pelaksanaan manajemen
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DAERAH
NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI KABUPATEN/KOTA
1 2 3 4 5
Pelaksanaan uji tipe provinsi. dan rekayasa lalu lintas
kendaraan bermotor. . Penyediaan angkutan untuk jaringan jalan
Penetapan lokasi dan umum untuk jasa kabupaten/kota.

pengoperasian atau
penutupan alat
penimbangan

kendaraan bermotor.

Pelaksanaan akreditasi
unit pengujian berkala
kendaraan bermotor.

Penyelenggaraan
akreditasi lembaga
pendidikan mengemudi.
Pelaksanaan  kalibrasi

alat pengujian berkala
kendaraan bermotor.

Pelaksanaan manajemen
dan rekayasa lalu lintas

angkutan orang dan/atau
barang antar kota dalam
1 (satu) Daerah provinsi.

. Penetapan kawasan
perkotaan untuk
pelayanan angkutan

perkotaan yang melampaui
batas 1 (satu) Daerah
kabupaten/kota dalam
1 (satu) Daerah provinsi.

Penetapan rencana umum
jaringan trayek antarkota
dalam Daerah provinsi dan
perkotaan yang melampaui
batas 1 (satu) Daerah
kabupaten /kota.

. Audit dan

. Persetujuan hasil analisis

dampak lalu lintas untuk
jalan kabupaten/kota.
inspeksi
keselamatan LLAJ di
jalan kabupaten/kota.

Penyediaan angkutan
umum untuk jasa
angkutan orang dan/atau
barang dalam Daerah

kabupaten/kota.

Penetapan kawasan
perkotaan untuk
pelayanan angkutan

perkotaan dalam 1 (satu)
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DAERAH

NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI KABUPATEN/KOTA

1 2 3 4 5
untuk jaringan jalan |j. Penetapan rencana umum Daerah kabupaten/kota.
nasional. jaringan trayek pedesaan |k Penetapan rencana
Persetujuan hasil yang melampaui 1 (satu) umum jaringan trayek
analisis dampak lalu Daerah kabupaten dalam perkotaan dalam 1 (satu)

lintas untuk jalan
nasional.

Audit dan  inspeksi
keselamatan LLAJ di
jalan nasional.
Penyediaan angkutan
umum untuk jasa
angkutan orang

dan/atau barang antar
Daerah kabupaten/kota
antar Daerah provinsi

1 (satu) Daerah provinsi.

Penetapan wilayah operasi
angkutan orang dengan
menggunakan taksi dalam
kawasan perkotaan yang

wilayah operasinya
melampaui Daerah
kota/kabupaten dalam

1 (satu) Daerah provinsi.

Penerbitan izin
penyelenggaraan angkutan

. Penetapan

Daerah kabupaten/kota.

Penetapan rencana
umum jaringan trayek
pedesaan yang

menghubungkan 1 (satu)
Daerah kabupaten.

wilayah
operasi angkutan orang
dengan menggunakan
taksi dalam kawasan
perkotaan yang wilayah

serta lintas batas orang dalam trayek lintas operasinya berada dalam
negara. Daerah kabupaten/kota Daerah kabupaten/kota.
Penetapan kawasan dalam . 1 (satu) Daerah . Penerbitan izin
perkotaan untuk provinst. penyelenggaraan
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DAERAH

NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI KABUPATEN/KOTA

1 2 3 4 5
pelayanan angkutan | m. Penerbitan izin angkutan orang dalam
perkotaan yang penyelenggaraan angkutan trayek perdesaan dan
melampaui batas taksi yang wilayah perkotaan dalam 1 (satu)
1 (satu) Daerah provinsi operasinya melampaui Daerah kabupaten/kota.

dan lintas batas negara.

Penetapan rencana
umum jaringan trayek

antarkota antarprovinsi | n.

dan perkotaan yang
melampaui batas
1 (satu) Daerah provinsi
dan lintas batas negara.

Penetapan rencana
umum jaringan trayek
perdesaan yang
melampaui 1 (satu)
Daerah provinsi.

Penetapan wilayah

operasi angkutan orang

lebih dari 1 (satu) Daerah
kabupaten/kota dalam
1 (satu) Daerah provinsi.

Penetapan tarif  kelas
ekonomi untuk angkutan
orang yang melayani
trayek antarkota dalam
Daerah  provinsi  serta
angkutan perkotaan dan
perdesaan yang melampaui
1 (satu) Daerah
kabupaten/kota dalam
1 (satu) Daerah provinsi.

. Penetapan

. Penerbitan izin

penyelenggaraan taksi
dan angkutan kawasan
tertentu yang wilayah
operasinya berada dalam
Daerah kabupaten/kota.

tarif  kelas
ekonomi untuk angkutan
orang yang melayani
trayek antarkota dalam
Daerah kabupaten serta
angkutan perkotaan dan
perdesaan yang wilayah
pelayanannya dalam
Daerah kabupaten/kota.
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DAERAH
NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI KABUPATEN/KOTA
1 2 3 4 5

dengan menggunakan
taksi dalam kawasan
perkotaan yang wilayah
operasinya melampaui
Daerah provinsi.

Penerbitan izin
penyelenggaraan
angkutan orang dalam
trayek lintas negara dan
trayek lintas Daerah
provinsi.

Penerbitan izin

penyelenggaraan

angkutan tidak dalam
trayek yang melayani:

1) angkutan taksi yang
wilayah  operasinya
melampaui 1 (satu)
Daerah provinsi;
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DAERAH
NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI KABUPATEN/KOTA
1 2 3 4 5
2) angkutan dengan

tujuan tertentu; dan
3) angkutan pariwisata.

Penerbitan izin
penyelenggaraan
angkutan barang
khusus.

Penetapan tarif kelas
ekonomi untuk

angkutan orang yang
melayani trayek antar
kota antar Daerah
provinsi, angkutan
perkotaan dan angkutan
perdesaan yang wilayah
pelayanannya
melampaui Daerah
provinsi.
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DAERAH
NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI KABUPATEN/KOTA
2 3 4 5
2. | Pelayaran a. Penerbitan izin wusaha |a. Penerbitan izin usaha |a. Penerbitan izin usaha

angkutan laut bagi badan

angkutan laut bagi badan

angkutan laut bagi badan

usaha yang melakukan usaha yang berdomisili usaha yang berdomisili
kegiatan pada lintas dalam wilayah dan dalam Daerah
pelabuhan antar-Daerah beroperasi pada lintas kabupaten/kota dan
provinsi dan pelabuhan  antar-Daerah beroperasi pada lintas
internasional. kabupaten/ kota dalam pelabuhan di  Daerah
b. Penerbitan izin trayek wilayah Daerah provinsi. kabupaten/kota.
penyelenggaraan b. Penerbitan izin usaha | b. Penerbitan izin usaha
angkutan sungai dan angkutan laut pelayaran angkutan laut pelayaran
danau untuk kapal yang rakyat bagi orang rakyat bagi orang
melayani trayek antar- perorangan atau badan perorangan atau badan
Daerah provinsi dan/atau usaha yang berdomisili usaha yang berdomisili
antarnegara. dan yang beroperasi pada dan yang beroperasi pada
c. Penetapan lintas lintas pelabuhan antar- lintas pelabuhan dalam
penyeberangan dan Daerah kabupaten/kota Daerah kabupaten/kota.
persetujuan dalam Daerah provinsi, | ¢, Penerbitan izin usaha
pengoperasian kapal yang pelabuhan  antar-Daerah penyelenggaraan
terletak pada jaringan provinsi, dan pelabuhan angkutan sungai dan




